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Badan Pcmcriksa Keuangan berdasarkon Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lataag
Pemeriksa& Pengelolaan dan Tanggung Jaweb Keuangan Negarn dan Uadaag-Undang Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan Pcmeriksa Kcuangan scrta undang-undang terkait lainaya, tetah
mclakukan perneriksaan atas Laporan Kctrangan Pemerintah Kota Cilegon Tahrm 2023" yang
tendiri dari Neraca, Laporan Reatisqsi Anggaran, Laporar saldo Arggar*n Lebih, Laporan
opcrasional, Lapran Perubahan Ekuitas, Laporan Arur Kas, dan Catatan atas Laporan
Kcuangan.

Pemcriksaan diqiukaa untuk membcriku opini atas kewajran Laporsn Keurngan
Pemerintah Kota Cilegon dengan mempcdatikan kesc*aian laporan kzuangan dengau Stqndar
Akuntan-*i Pemcrintahan, kccukupan pcnguogkapan (dequare r/irlosrrrs), efcktivitas nisterr
pengendalian intcrn, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturao perundang-tmdangan.

Pokok-pokok hasil pcmeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Ko13 Cilcgoa Tahun
2033 yang perlu mcndapat perhatian adalab sebagai berikut:

l. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa
Pcngecuolian (WfP).

2' BPK menemukan adaoya kclcmahon sistau pengendalian itrtem dalam pcnyunrnan laporan
keuangan dan kctidakpatuhan terbadsp ketqttuan peratur&n perundang-undang* aAu,,,
pengclolaan kanaogan daerah. antara lain:
a' Pcngelolaan Pendapatan PBB-P2 belurn sesuai kctentuen sehingga mengakibatkan antara

lain porcnsi kekurangan pcncrimaan pBB-p2 at's data oljek pajak yarg belum
dimutakhirkan dan objek pajak baru;

b' Ketidaksesuaian klasifikasi Belanja Modal poda Dinas PUPR dan Dinas pRKp sehingg*
mengakibatkan angSssan dan rmli$asi Bclar{a Barang dao Jasq scrta Bclanja Mo<tal
dalam Laporan Rcalisasi Pcmedntab Koa Cilcgon Talun Anggarao 2023 tidak
menggambarkan keadaan yang sebenanya;

c. Pelaksanaan 19 paket pckcdaan Jalaru lrigasi dan Jaringan pada Dinas pRKp dan $nar
PUPR tidak scsuai spesifikasi kontrak schingga mengakibarkan antara lain kelebihan
pembayaran stas 19 paket pekerjaan jalan poda Dinas PRI(p den Dinas pUpR scnilaj
Rp981.612.156,88; dan

r



d. Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai sehingga mengakibatkan
antara lain Pemerintah Kota Cilegon berisiko kehilangan kendaraan b€rmotor yang tidak
diketahui keberadaannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada W*li Kota
Cilegon antara lain agar memerintahkan:

l. Kepala BPKPAD untuk menginstruksikan Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I
s.d. IV supaya lebih cermat dalam pelaksanaan kegiatan peneapan dan pemutakhiran data
SPPT PBB-PZ, antara lain perubahan kepemilikan, perubahan data bangunan, penambahan

objek pajak pada SISMIOP;
7. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas PRKP untuk:

a. Memedomani klasifikasi belanja dalam penyusunan RKA dan DPAIDPPA Perangkat

Daerah sesuai dengan ketentuan;

b. Memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas 19 paket pekerjaan jalan senilai

Rp981.612.156,88 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan menyetorkan
ke Kas Daerah;

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Perhubungan, Camat

Ciwandan, Camat Citmgkil, Camat Cibeber, Camat Cilegon, Camat Pulomerak, Camat

Purwakarta dan Camat Grogol selaku Pengguna Barang untuk:

a. Lobih optimal dalam melakukar pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan,

pencatatan, penyqiian dan validasi As€t Tetap;
b. Melakukan inventarisasi aset rusak berat untuk diproses penghapusannya sesuai dengan

ketentuan;
c. Menginventarisasi dan menelusuri penanggung jawab barang-barang yang tidak diketahui

keberadaannya dan memproses tuntutan ganti rugi jika barang tersebut hilang; dan

d. Menginstruksikan Pengunrs Barang untuk lebih optimal dalam melaksanakan pencatatan

dan inventaris Barang Milik Daerah pada SIAP BMD'

Untuk jelasnya kami lampirkan laporarr hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan

Nomor 36.A/LHP/X\{[.SRG/05D024 dan 36.B|Ij{p:XVIII.SRG/0512024 masing-masing

tertanggal 14Mei2024.

Sesuai Pasal 2l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil

pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kota Cilegon, kami ucapkan terima kasih.
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